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  I  PENDAHULUAN 

                                                                        

A. Latar Belakang 

 

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari 

anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009), 

yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil 

dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan alat 

perencanaan manejerial dalam bentuk keuangan yang berisi aktivitas-aktivitas 

yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan kegiatan 

organisasi dan menunjukkan tujuan organisasi. Anggaran diperlukan dalam 

pengelolaan sumber daya dengan baik  untuk mencapai kejelasan sasaran 

anggaran yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas 

terhadap masyarakat. 

Proses penyusunan anggaran pada sektor publik lebih rumit dibandingkan 

dengan anggaran pada sektor privat. Karena anggaran pada sektor privat 

merupakan bagian dari rahasia perusahaan sedangkan anggaran pada sektor publik 

harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan sehingga banyak 

faktor yang harus dipertimbangan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen 

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik   dan pelaksanaan program-program 

yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo,2009). Anggaran pada tiap-tiap unit 

organisasi harus menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga 

perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. 

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang panjang melalui 

beberapa tahapan. Praktek perubahan-perubahan atas rencana anggaran yang telah 

ditetapkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006  antara lain anggaran 

pergeseran dan anggaran perubahan. Perubahan anggaran dilakukan apabila 

terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Anggaran Pergeseran dan 
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Anggaran Perubahan adalah anggaran yang ditetapkan setelah APBD berjalan 

yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan 

luar biasa. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menggambarkan pihak-pihak yang 

terlibat dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran (Brownell,1982).  

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran adalah pihak atasan dan 

bawahan. Persoalan yang muncul adalah faktor-faktor eksternal yang berada 

diluar kendali sehingga sulit diperkirakan. Kemampuan melihat jauh ke depan 

seperti ini yang akan menentukan ketepatan anggaran dengan realisasinya. Selisih 

antara anggaran dengan realisasinya menjadi indikator keberhasilan penyusunan 

anggaran. Kesalahan memprediksi akan mengacaukan rencana yang telah disusun 

dan berdampak terhadap penilaian kinerjanya. 

 Anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan dalam sistem 

pengendalian manajemen, tetapi juga sebagai alat pengendalian, kebijakan fiskal, 

koordinasi dan komunikasi, alat politik, penilaian kinerja, motivasi dan sebagai 

alat untuk menciptakan barang publik (Mardiasmo,2009). Tidak berfungsinya 

anggaran secara ideal memiliki efek terhadap kegiatan pembangunan. Fakta 

penyerapan anggaran yang rendah dan tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan 

pencapaian target dan sasaran dari anggaran yang telah dialokasikan untuk 

pembangunan menjadi tidak tepat. 

Kenis (1979) menyatakan terdapat beberapa karateristik sistem 

penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran 

anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RKPD) Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan lingkup 

anggaran yang dinyatakan secara jelas  dan spesifik, dan dimengerti oleh pihak 

yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Adanya sasaran anggaran yang 

jelas akan memudahkan pegawai untuk menyusun target-target anggaran. 

Selanjutnya, target-target anggaran yang disususun akan sesuai dengan sasaran 

yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada ketepatan anggaran. 

Ketepatan anggaran terjadi apabila penyerapan anggaran  dari setiap kegiatan 

dalam organisasi mendekati Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 
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Penelitian tentang ketepatan anggaran masih sedikit dilakukan. Penelitian 

Kuncoro (2008) menunjukkan terjadi selisih anggaran belanja dengan realisasi 

belanja secara signifikan pada daerah kaya. Penelitian Dedeh (2009) menunjukkan 

bahwa terjadi penyimpangan pada total pendapatan, total biaya langsung, total 

biaya tidak langsung dan laba bersih anggaran operasional tetapi masih dalam 

batas pengendalian manajemen. Penelitian Fadli (2012) menunjukkan adanya 

selisih anggaran yang cukup besar dan berfluktuatif setiap tahun antara penetapan 

anggaran dengan realisasi anggaran penjualan yang sangat tidak menguntungkan 

bagi perusahaan. Penelitian Arya Kusuma (2013) menunjukkan kejelasan 

kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadapa ketepatan anggaran sedangkan ketidakpastian lingkungan berpengaruh 

negatif terhadap ketepatan anggaran. 

Penelitian ini memasukkan tiga variabel independen, yaitu kejelasan 

sasaran anggaran, komitmen organisasional dan ketidakpastian lingkungan dalam 

hubungannya dengan ketepatan anggaran. Latar belakang dengan dipilihnya 

kejelasan sasaran anggaran, karena pada konteks pemerintah daerah, kejelasan 

sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RKPD) yang berimplikasi pada aparat untuk menyusun 

anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga 

penyerapan anggaran tidak rendah dan tepat waktu maka ketepatan anggaran akan 

tercapai. 

Komitmen organisasional merupakan variabel yang sangat mempengaruhi 

kinerja pegawai untuk mencapai ketepatan anggaran, karena komitmen 

organisasional yang kuat dalam individu akan menyebabkan individu berusaha 

keras mencapai tujuan organisasi  (Modway et al,1979). Angaran harus disertai 

dengan komitmen organisasional seluruh pegawai untuk mencapai apa yang telah 

ditetapkan. Tanpa upaya serius dari setiap individu untuk mencapainya,maka 

penyusunan anggaran tidak banyak manfaatnya bagi organisasi. Karena itu, di 

dalam menyusun anggaran organisasi harus mempertimbangkan dengan teliti 

sumber daya yang dimiliki untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah 

realistis. Sehingga dengan komitmen tinggi ketepatan anggaran akan tercapai. 
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Individu berkomitmen rendah akan mementingkan dirinya, dan memungkinkan 

terjadinya ketidaktepatan anggaran. 

Ketidakpastian lingkungan adalah variabel lain yang mempengaruhi 

ketepatan anggaran dalam penelitian ini. Ketidakpastian lingkungan sering 

menjadi faktor yang menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap 

lingkungan. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi didefinisikan sebagai rasa 

ketidakmampuan indivu untuk memprediksi sesuatu yang terjadi di 

lingkungannya secara akurat (Miliken,1987). Sebaliknya, Duncan (1972) dalam 

Falikhatum (2007) menyatakan bahwa dalam ketidakpastian lingkungan yang 

rendah (lingkungan yang relatif stabil), individu dapat memprediksi keadaan 

sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil dapat 

direncanakan dengan lebih akurat. 

Fenomena ketepatan anggaran ditemukan di Sekratariat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2013 samapai dengan 

tahun 2015. Pada tahun 2013 anggaran sebesar Rp. 132.milyar terealisasi sebesar 

Rp. 123. Milyar. Tahun 2014 anggaran sebesar Rp. 144. milyar terealisasi sebesar 

pada Rp.133. milyar dan pada tahun 2015 anggaran sebesar Rp.138. milyar 

terealisasi sebesar Rp.126. milyar. 

Berdasarkan Laporan Keuangan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat 

terjadinya selisih anggaran belanja dengan realisasinya bersumber dari upaya 

penghematan belanja dan adanya belanja yang tidak dapat dieksekusi sehingga 

anggaran tidak dapat diserap 100 %. Upaya penghematan belanja dilakukan 

SKPD merupakan bentuk dari efisiensi walaupun jumlahnya tidak signifikan jika 

dibandingkan dengan besarnya anggaran yang tidak terserap yang menunjukkan 

rendahnya kualitas perencanaan. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran, komitmen organisasional dan ketidakpastian lingkungan terhadap 

ketepatan anggaran. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap ketepatan anggaran 

belanja ? 

2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap ketepatan anggaran 

belanja? 

3. Bagaimana pengaruh ketidakpastian lingkungan tehadap ketepatan anggaran 

belanja? 

4. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap ketepatan anggaran 

melalui ketidakpastian lingkungan? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap ketepatan anggaran 

melalui ketidakpastian lingkungan? 

 

C.   Tujuan  Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran  

pada ketepatan anggaran belanja. 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasional pada 

ketepatan anggaran belanja. 

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ketidakpastian lingkungan pada 

ketepatan anggaran belanja. 

4. Untuk membuktikan secara secara empiris pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran terhadap ketepatan anggaran melalui ketidakpastian lingkungan 

5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasional 

terhadap ketepatan anggaran melalui ketidakpastian lingkungan. 
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D. Manfaat  Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan keuangan daerah dalam berbagai 

pemahaman teoritis dan empiris tentang dinamika faktor-faktor yang dalam 

organisasi dapat dijadikan acuan pengembangan penelitain lnajut, khusus 

terkait dengan analisis pengaruh kejelasan sasaran, komitmen organisasi dan 

ketidakpastian lingkungan pada ketepatan anggaran. 

2. Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi karyawan Setda 

Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja karyawan khususnya 

ketepatan anggaran yang tinggi dan dapat dijadikan dasar kebijakan 

pengembangan keuangan daerah melalui perspektif kejelasan sasaran 

anggaran, komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan dimasa yang 

akan datang. 

3. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan nantinya menjadi acuan bagi peneliti untuk 

memahami kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan 

ketidakpastian lingkungan pada ketepatan anggaran. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam 

berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan tesis ini 

sebagai berikut : 

1. Bab I 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

2. Bab II 

Bab ini yang menguraikan tentang kajian teori, kerangka berfikir, kerangka 

konseptual dan hipotesisnya. 
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3. Bab III 

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang menguraikan tentang desain 

penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan 

teknik analisi data. 

4. Bab IV 

Bab ini merupakan bab analisa dan pembahasan yang menguraikan tentang 

gambaran umum sekretariat daerah provinsi sumatera barat, gambaran umum 

penelitian, uji instrumen penelitian, ketepatan anggaran sekretariat daerah 

provinsi sumatera barat, deskripsi variabel penelitian, uji asumsi klasik, uji 

regresi linear berganda, pengujian hipotesis, pembahasan serta interpretasi 

dan implikasi penelitian. 

5. Bab V 

Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


